‘@

- S S
e |
BTl o
! VT e . LAY
4o TSP

'54_,-3 q."".'-lzx‘hh s PR
é\li";; “\J\AJJ { D! e j\p rwg
a 3 ) 4 ,,)"
o W H0AE poyf M
"L R <

f
l P )
by Aﬁdj" L JIAT o ; ARign, ;
REXN . M2 T ————— ; !.;, W ~ |
t&f;‘\vfiﬁe’w{ ——taraa, . -:\ I0g ﬁ ;;
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REI'UBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1999
TENTANG |
KOMISI PENGAWAS FERSAINGAN USAHA

FRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang : . bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tcﬁtung Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat, perlu ditetapkan
Keputusan FPresiden mengenai pembentukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi Komisi Pengawas Fersaingan Usaha;,

Mengingat : 1. Fasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 lentang Larangan
Praklck Monopoli dan Fersaingan Usaha Tidak Schat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 381 7,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN FRESIDEN TENTANG KOMISI PENGAWAS PFRSAINGAN
USAHA.

BAB |
FEMBENTUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Dengan Kepulusan Presiden ini dibenluk Koml,sl Pengawm

Persaingan Usaha yang sclanjutnya discbut cdengan Komm

(2) Komisi ...
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(2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan

kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Pasal 2

Tujuan pembentukan Komisi adalah unluk mengawasi pelaksanaan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tenlang Larangan Prakick
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ‘

Pasal 3
(1) Komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila diperlﬁkan, Komisi dapat membuka kantor perwakilan
di kota propinsi.

(3) Persyaratan dan tala kerja kantor perwakilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Pasal 4

Tugas Komisi melipuli:

a. melakukan penilaian  lethadap  perjanjian yang  dapat
mengakibatkan terjadinya praktek tﬁonopoli dan atau persaingan
usaha tidak schat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan
Fasal 16 Undang-undang Nomor § Tahun 1999;

- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praklek
monopoli dan alau: persaingan usaha tidak schat sebagaimana
diatur dalam Fasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999; | '

w

¢. melakukan ...
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c. nelakukan  penilaian  terhadap ada atau tidak adanya

penyalahgunaan posisi dominan yang dapal mengakibatkan

tetjadinya prakick monopoli dan alau persaingan usaha tidak

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal

28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

d. mengambil findnkan sesuai dengan - wewenang  Komisi
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999,

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau

persaingan usaha lidak schat,

f. menyusun peddman dan atau publikasi yang berkaitan dengan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,

g. memberikan laporan sccara berkala atas hasil kerja Komisi

kepada Fresiden dan Dewan Perwakilan Rakyat,

Pasal 5

Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 4, meliputi:

a. penilaian  terhadap  perjanjian, kegiatan  usaha, dan
penyalahgunaan posisi dominan, '

b. pengambilan tindaknn sebagai pelaksanaan kewenangan;

c. pelaksanaan hdnii'inistmt_if.

Pasal 6

(1) Dalam menangani perkara, anggota Komisi bebas dari pengaruh

dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.
_ v

(2) Anggota Kdmisi'ynng menangani perkara dilarang:

a. mempunyai ...
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a. mempunyai hubungan sedarah atau semencla sampai derajat

ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara,; atau
b. mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Anggota Komisi yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada "ayat (2) wajib menolak untuk menangani
perkara.

Apabila terbukli anggota Komisi memenuhi ketentuan

sebagnimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang berperkara

berhak menolak anggota Komisi yang bersangkutan unluk

~memeriksa alau memutuskan perkara dengan melampirkan

bukti-bukti tertulis.

Pasal 7

Unltuk menyclesaikan suatu perkara, Komisi melakukan sidang

" majelis.

(2)

(3)

Pengambilan keputusan Komisi dilakukan dalam sidang majelis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan

sekurang-kurangnya 3 (liga) orang anggola Komisi.

Kepulusan Komisi secbagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditandatangani oleh sefuruh anggola majelis.

BAB 11
ORGANISASI

Pasal &

Susunan organisasi Komisi lerdiri dari:

a.
b.

anggota Komisi;

sekyetariat, v

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Komisi terdiri alas scorang Kelua merarigkap anggota, seorang Wakil
Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang

anggofa.

Pasal 10

Tata cara pelaksannan tugas dan wewenang Komisi diatur lebih

lanjut dengan keputusan Komisi.

Pasal 11

(1) Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar

pada asas keadilan dan perlakuan yang sama.

(2) Dalam menjalankan lugas, anggota Komisi wajib mematuhi tata

tertib Komisi.

(3) Tata tertib Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun

oleh Komisi.

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu olch

sekretariat.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi

sekretariat diatur lebilt lanjut detigan keputusan Komisi.

Pasal 13

(1) Apabila diperlukan, Komisi dapat membentuk kelompok kerja

sesuai-dengan kebutuhan. s

(2) Kelompok ...
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(Z) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
orang-orang yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang
masing-masing yang diperlukan dalam mcnangan: perkara

tertentu dan dalam waktu tertenty.

(R) Ketentuan mengenai keanggotaan, fungsi, dan tugas kelompok

kerja diatur lebih lanjut oleh Komisi.

BAB Il
PENGANGKATAN DAN FPEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Fresiden alas
persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul

pemerintah,

(Z) Usul pemerintah kepada DFR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua kali dari

jumlah anggota Kormisi yang akan diangkat,

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota

Komisi.

BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 15

Semua unsur di lingkiingan Komisi dalam melaksanakan tugasnya

wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BABV ...
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KETENTUAN PENUTUN

Masal 16

Keputusan Peesiden ini mnlaj bevlaku pacda ngaal ditctapkan,

Ditelapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 1999

PRESIDEN REPUBILIK INDONESIA,
Ud

U/\CH/\RUDDIN‘IUSUI-' HABIBIT,

Salinan sesuai dengan asltinya
SEKRETARIAT KABINET i




